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I. PENDAHULUAN |

1.1, Latar Belakang

Sumber daya ala,, Sebagas karunia Pyhan Yang Maha
Esa, wajib ditingkatkan pengelolaannya secara optimal da-
lam kerangka taza ™mang yang selaras, serasi dan seim~
bang agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan
masyarakat dan lingkungannya demi kelangsungan hidupnya
masyarakat dan lingkung:nuya demi kelangan nidup bagi ke-
hidupan yang berkesinambungan.

Pengelolaan sumber daya alam selaly berpedoman pada
Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar sumber da=
Y2 alam dipergunakan untuk Sebesar-vesarnya bagi kemak-
maran rakyat untuk dapat dinikmati, baik oleh generagi
sek-rang maupun generasi yang akan datang, Felaksanaan
amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu dijabrakan lebih lan-
Jut d=lam GEBHI Yang antara lain menetapkan brhwa pembangy-
nan pertambangan diarahkan pada pemsutraatan sebesar mung-
kin kekayaan bshan galian bagi pembangunan Nasiongl dan
dituijukan untyk menyediakan bahan baky bagl industri da-
lam Neceri, meningkatkan ekspor den penerimaan negara
serta mwemperluas kesempatan bekerja,

Pada.dasarnya pembangunan dalan Proses perubahan
Yang terus menerus yang werup:z:kan kemajuan perkiraan me-
suju arah dan tujuan yang dicapai, sehingga tujuan pehw
bangunan nasional mewu judkan sunaty masyarakat adil dun

makmur bagi seluruh rakyat Indonesia Yang merupakan suaty

_________________._______.-_-.-...-.............................-..-...-.-J




tuivan yarg ingin dicapai, Dengan demikian maka dapatlah

dikat:kan banws peéranan pembangunan nasioual aualah pem-

bangunan wmanusia Indonesia geutulinya dan pembangunan se-

iurvh masyarakat Imdonesia yang mecgandung arti banwa

ada keselarasan dan keserasian, keseimbangan dan kebula~-

tan yung utuh d-lap seluruh kegiatan pembangunan Sehingga
pembangunan dalah aan unrtuk manusia dan bukan sebaiiknya

manusia untuk pembangunan nasional dewasa ini dun di da-

lam jangka panjsng untuk manusia, unsur sosiaj] budaya

daw unsur lsinnya mendapat nerhatian yang seimbang,

Selanjutnya perlu ditanbahkan bahwa peémbansunan de-
wasa ini dimaksudkan untuk mempercepat Proses pencapaian
tujuan bangsa indonesia yaity terwujudanya masyarakat adil
dan makmur bagy seluruh rakyat Indenegia berdasarkan
Pancasila, Sésual aengan tujuan negara Republik Indonesia
yang tercantum dalam pem.ukasn Urdaug-lindang Dasar 1945,
Untuk mencapai tujnan tersetyt diperlukan berbaga:r upaya
dan yang tidak kalan rentingnya adalah dukunean danag pemn=-
bancunan yang cukup,

Pemer:i can Republik Indouesia alam mensukseskan
pPemtangunan, serangtiasa berupaya memberikan atay menge-
Ltuarksn kebijakan-xebijakan. Tujuan dlkeluarkannya kebi-
Jakan tersebut antara lainp untuk memudahkan di dalum pPro-
S€3 pembangunan,

Beraasarkan pada pembahasun tersebut di atas, asudah
barung tentu kebijakan tepsebut diterapkan di selurun

wilayah Revubiik Indonesia Sehiigga getiap proplusi atay

.---.----..-.-...-.--.-.-.-.-.-----..--------.----.--J
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daerah tingkat II diberikan tanggung jawab untuyk mengelo-
Lah keuangan negara, Keuangan tegara vang dimaksud penu=-
lis aialan segala sumber-sumber pajak salah saty aualah
retrivusi. Yajax acan retribusi yang dipunent Yéug bepre
Sumber dar, masyarskat sebagai wajib pajak dan adapun
mengenai pemungutan retribusi{ sebagai sumber penghasilan
Nevara, Hal ini gecars hukup perpajakan berlaku secara
umum dan menyeluruh baik di daerah tingkat I dan daerahn
tingkat IT, sejalan dengan hal tersebut mengenai tanggung
Javab yarg diberikan oleh negara, sehingga untuk menudat—
kan di dalam Pemunigutan pajak meka pemerintan mengelnar-
kan peraturan yang bersirut menyeluruh mengenai setiap
daeran diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undang
an di dalam pemungutan pajak atay retribusi,

Tada tahun 1974 keluarlah Undang~Undang Nomor §
pasal 55 yang wenyanckut pe-aturan doerash (Ferda) vang
berisikan sumber-sumi.er Penaapatan daerah yang terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah dan sain-iain Segaia
Sumoer peunghasilan daerah yang sah, Dengaun adénya peraturan
daerah terseput maka Pemerintah ~aerah Tingvat I Sulawe~
81 Selatan pada Umumnya dan pemerintah Daerah Tingkat IT
Haraa:pada:khﬁausnya verupaya semaksimay mungkin untyk
lebih meningkatkan peudapa an agii daerah Yang bersumber
dari retribusi tambaug,

Daerah Kabupaten raros Y°ng merupak:n aaerapn otonon




atau dzerah yang berbak mengatur daerahuya sendiri dalam
batas~patas tertentu, maka dalam hal ini pelaksanaan pen—
bangunan daerah memelukan biaya Yang cukup besar sehingga

perlu diadakan pengintensifan penerimaan terhadap sumber-

berasal dari reribusi daerah, dan di dalap anpggaran belan-
3= rutin daeran yang berasal dari retribusi daerah ini
merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan peme~
rintah daeran yaug potensial,

Sejalan dengan nal tersebut maka tidau dapat dihip-
darkan bzhwa pengarshan dan Pemupukan danag vemsangun~n
setiap saut akau Semakin besar,untuk menuniang hal terge-
but di ztas maka diperlukan suaty potensi yembangunan dan
pendayagunaan seefisien mungkin, Salah saty punguvan
Yang diperlukan daiapm menurjang sumber pendapatan daerpsh
adalah tambang golongan C, Meugingat oahwa sumber pendaw
patan dari sekto- terseout secara mendasar pendis.riby-
siannya adalah cukup besar y-ity 30 persen masuk ke kas
dreral Pingkat T dan 10 persen untuk pemerintah kabupaten
atau kotamadyu daerah cingkat IX Yang bersan-kutan,

Nawmun pa.a dasarnya yang meujadi perwasalahun dalam
Petaksanaan rungutun Lamoang poiongan C yang merupalan
sumbe: pendapatan daeran ad:lah sistem dan proseuyr pe-
mungutan tamoang golougan C paaa daerah Tingkat II Maros

Belum a¢ilaksanakan 8ecara tepat hal ini mengakiovatkan

terjadinya seiigih penerimsan kontribusgi tambang goiLongan

—_— o ]




C, untuk mengutusi masalan yang dihadépf'ﬁfén pemerintau

daerah Tingkat II Maros dalam pemun:utan tambang goiongan

C maka periu dilakukan perbaikan sistem daag proiedur pe-
mungutan tambang golongan C secara efektif guna menun-

jarg pendapa.an daeran,

Dari uraian tersebuyt di 4tas maka penulis menaruh
perhatian oleh sebab {.y dalam penulisan Skripsi ini pe~

nulis memilih judul "Peranan ie.rivusi Yambang Galian

Golongan C Dulam Meringkatkan Yenaapa.an asli baerah

(PAD) ai Kabupaten Dati T71 Maros,

1.2, Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latarp belrkang tersebut di atas,
mAaka penulig mengangkat pokok Perm#salanan gebarai beri-

kut :

= Sejauh mana reiribusi tambans galian golongan C dapat

meningkatkan Pardapatan isii Daeran (PAD) di Kabupaten

Daeranh PTinrkat II Maros dari tahun Ke tahun.

1.3, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adarun tujuan penulisan gkripsi ini adalah

Sebagai berikut .
= Untuk mengetahui S8ampai sejauh mana retri-

busi tambang galian golongan ¢ dalam mening-
| katk«n pendapatam asli daepan (PAD) di Xa-

bupaten Maros,

;--______.-_______----.._-_.-.-.---.-.-_--.-.-.-.-.-.-.--_.-.-____,




~ Untuk mengetahui pula faktor-faktor apa
yang menjadi venghambat di dalam proses pa~
Mungutin retribusgi Tambang Galian Golongan

C di kabupaten Daerah Tingkat 1T Maros.

1.3.2. Kegunaan

Selanjutnya kegunaan dari pada penultisan gurin-

81 ini adnalah sebagai berikut -

~ Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah
Daerah Tingkat T laros pada umumnya dun
Inatansi-instansi terkait lainnya dalam
meningkatkan Pendapatan aslj vaerah (raAD)
dari retribusi tambang galian toLongan (.

~ Dapat menjadi bahan masukap bagi parg pem-
baca dan bagi para masyarukat umum serta
bagi para mahasi swg Agar supaya lebin menge -
tahui peranan retribusa tambang gaiiun golog
gan C dalam meningkatkan tendapatan As.i
Baerah (Pan) dun bagaimang Péranannya sebg -

€41 sumber dana pPembangunun

l.4. H1 po t e s is

Berdasaraan padg pokok permasalahan, makg penulig

mengemukakan hipotesisg sebagai berikut .




- Diduga banuwa retribusi tambang gallan golongan C dapat

meningkatkan Fendapatan Asli Daerah (P4D) di Kabupaten
Daerah Tingkat TI Maros




IT. KERANGKA TEORI

2.1, Pengertian Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalumi yerubahan dari ma-
54 ke masa sesuati dengan Perkemnangan masyarzkat danp Le=
gara baik di pidang Kenegaraan maupun di bidang sosial
dan ekonomi, Fada wulanya pajak belum merupakan suatu pu-
ngutan tevapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rak-
yat kepada raja dalam mewelihara kepeutingan negara sepers
vi menjaga keamanau nepara ternauap serangau musuh aar,
luar, mewbuat jalan untuk umum, membajar perawai kerajaan
dan sebagainya, Bagi penduduyk yang tidak metakukan penye=-
toran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan
Pekerjaan untuk kerentingan umum dalam beberapa hari lama-
nya dalam satu tahun, Orang-orang yang memilikl status
8osial yang tinggi termasuk oraug-orang kaya, dapat men-
bebagkan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk
kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugl
Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai de-
ngan jumlah uang yang diperlukan untyk membayar orang-
orang lain yang mengganti melakukan pekerjaan itu, Yang
seharusnya ailakukan sendiri oleh orang yang memiliki
9tatus gosial Yang tinggi dan orang kaya tadi.

Kerajaan-kerajaan al Jawa sekitar Abad IIX, jura me-
lakukan hal sem..cam ini, tenaga dari rakyat ditarik geba-

gai pajak olen raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-




kadang gotong Toyong, Baru getelah terbentuknya negara-
negara nasiovnal aan tercapainya pemisanan antara rumah
tangga nerara dan rumsh tangga privadi Raja pada akhirnya
abad pertengahan pajak mendapat tempat yang lebih mantap
diantara berbarai pendapatan nepgara,

Dengan bertawbah luasnya tugas negara utamanya uutuk
mempertahankan hukum, keterkaitan dan pertahanan, negara
harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai seperti polisi,
hekim dan pegawal sipill-innya daun pula karena timbulnya
bepeérangan antara negara yaug satu dengan Sendirinya ne~
gara memerlukan biuya yang cukup besar, sehubungan dengan
itu maka pemberian yang sifatuya sukaresa ini berubah men-
Jadi pemberian yang ditetapkan secara seplhak oleh negara
dan dapat dipaksakan,

D1 beberapa negara Eropa, timbulnya vajak perm nen
berbarengan dengan pembentukan tentara permanen seperti
Perancis tahun 1444, dan Rusia dalam tahun 1926, sebalik-
Bya di Inggris tidak tampak hubungan Yang jeias antara
perungutan pajak aengan organisasi ketentaraan. Hampir
dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak dimulai dan ber-
kembang di daravan Eropa, ini dapat dimengerti karena ne-
gara di Eropa sudah Baju baik tingkat prendidikannya maupun
tingkat ekonominya,

Mula-mula pada bidang pemungutan Pajak in: teraapai

banyak penyalagunaan dan beban Pajak yang tidak dibagi
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8ecara metara, salah satuy penyalagunaan dalam bidaqglini
datah pemberiaun hak istimewa (privalege) berkéﬁéah.dengan
pemungutan pajak atau malahan pembebesan pajak Kepada
orang-orang ataw kelompok tertenty dengan dalih bahwa

orang-orang tertentu telah berjasa kepada negara stay Raja,

Di Ferancis sebeium timbuleya revolusi, kelas-kelag yang
meniliri hak-hak istimewa seperci nemuka=-peauka agama dan
bara penguasia dibepaswan dari pembayaran pajak dengan ala-
Ban terseobut di atas, sedang rakyat, pada waktu 1ty dikew-

nakan berbagal macam pungutan yang sangat memberatkan, Ke-
adaan inilah yang merupakan salah satu sebab timbulnya
revoiusi Perancis yang memakan banyak koroan, Sementara
itu timbuinya Semboyan senasa Revolusi yang diteriakkan
oleh raktar perancis yan: berbunyi " bahwa pemungutan pa-
Jak harus diselenggarakan secara urmum dan merata'i,

Di dalam tiap masyarakat, di mana ada hubungan anta-

ri manusia dengan maAnusia, selalwy ada peraturan yang mee

ngikat yakni hukum, Hukum yang mengatur pada manusis Ten-
tang hek dan kewajibannya, hak untuk memperoleh gaji/upah
dari pekerjaan membawa kewajiban untyk menghasilkan atay
untuk bekerja, Hal ini tidak berlaku dalam hukum privat
belaka melainkan berlaku pada hukum publik,

engan demikian pajak sangat berperan di mana hak
untuk mencari dan neéwperoireh penghasilan sebanyak~-banyak~

ny- membawa kewajiban menyerahkan kepada necara { dalag

...------.---.--.-...-...-.-...-.-.----.-.------.---J-
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bentuk pajak) untuk membantu negara dan meninggikan kese~
Jahtreaan, Begity pula hak untuk mempercleh dan memiljiki

geaung, mobil danm barang lain membawa kewajioan untuk pe-

nyumbangkan kepada negara,

Menuruc p,J.4, Adriani yang adikutip wari puxny Bohari
(1985 : 31) yaitu sebagai verikut :
| Pajak adalah iwuran kepada nerara (yang dapat

dipaksakan) yang berhutang oleh yang wajib
yang mendapatkan membayarnya menuryut peratu~
ran-peraturan dengan tidak dapat prestasi
kembala, yang langsung tidak dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai reuge-

luaran ymym berhubungan dengan tugas pemerin-
tah,

Bary uraiuan tersebut di tas maka dapatlah diketahui pahwa
adriani memasukkan pajak Sevagai penger.ian yang adianggap-
nya seuvagai suawu speciles ke datam genus pungutun (iuran),
Jadi pungutan lebih luas dari pajak. Yang dimakgud dengan
pungutan adalzh memperoleh sejumlan uang atau barang oleh
pPenguasa publi uari rym.h tangga swasti. dengan mengguna=-
kan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang
timbul karema kekuasaan politik tersebut, menurut norma-

norma umum yang ditetapkan olehnya,

Selanjutnya menurut Rolmat Sumitro (1980 : 5) membe-

rikan pengertian mengenal pajak adalsh sebagal berikut

Pajak adalah iuran rakyat kepada kasg negara
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membia.ai pembangunan,

_________________________._..........._......................................&
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Dari defenisi tersebut di atas menunjukkan bzhwa pajak

adalah hasil dari rakyat dan harus dipaksakan berdasarkan
Undang-Undar g dan tidak mendapat jasa timbal balik dan di

gunakan untuk membiavai penggumaan umum,
Eerudian menurut Soeparman Soemahamid jaja (1978:5)
bahwa pajax ada}ah :

Pajak adatah iuyran wajib berupa uang atau ba-
rang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-uvorma hukum, gumna menutupi biaya produk-
si barang-barang dan Jasa kolektif dulam men~
capal kesejahterzan unum,

Berdasarkan uraian tersebut di ztasg maka dengan mencatum-
Kan iuran wajib dibarspkan terpenuhinya ciri, banwa Pajak
dipungut dengan bantuan dari kerja sama dengan wajib pajak

beruasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya proauksi

Sebuah batasan lain nengenal pajak adalah menurut
B. Usmau dan K, Subroto (1980 : 2) yaity sebagal berikut

Fajak aiartikan Sebaral pungutan yang uilaky-
kan oleh pemerintah berdasarkan reraturan per-
undang-undaangan yang hasilnya dipergunakan
untuk pembiayaan pengeluaran umumn pemerintah
yang balas jasanya tidak Becara langsung di-
berikan kepada pembayarannya sedangkan pelak-
Sanaannya di mana perily dapat dipaksakan,

Dari pengertian Pajak tersebut di atag maka dapatlah df-

ketanui bahwa pajak adalah sebagai berikut -

—_— ]



l. Suatu pungutan oleh pemerintah

<. Berdasarkan suaty reraturan perundang=-undangan

3. Untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah

4. Pemerintah secars tidak langsung memberikan balas jasa
kepaaa pribadi pembayar pajak.

5. Pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan

Berdasarkan defenisi mengenal pajak maka dapatlsah

ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah :

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban me-
nyerahkan sebagian kekayaan {rendapatan) kepada negara,
di sini bpahwa Pemerintah menarik sebagian uwaya beli
rakyat untuk negara,

<. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah ber-
8ifat wayid, daiam arci bahwa bila kewajiban ity tidak
dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan
artinya : bahwa hutung pajak tidak dibayar, hutang ity
dapat ditagih dengan menggunakan kekerssan, Seperti aye-
rat paksa dan sita dan Juga penyanderaun terhadap pem-
bayaran pajak (wajib pajak) yang tidak memenuhi kewa-
Jiban ity,

%+ Dan perpinaahun inj adatah berdasarkan undang-undang
atau peraturan Yang dibuat oleh pemerintah yang beria-
Ku umum, Sekiranya pemungutan pajak didasarkan pada
undang-undang atau peraturan maka ini tidak sah dan

dianggap secagai Perampasan hak.




4,
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Tidak ada jasa timbal balik (tegel prestasi) yang dapat
ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan
prestasi dari nevara tidak berhubuugan laugsung pres-
tasi dari nepara seperti : hak unvuk nendapa.kan pere
lindungan dari alat negara, hak menggunakan Jalan umum,
hak untuk menradakan pengaivan dan sebagainya. Presta-
81 tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada in-
dividu pembayaran rajak, tetapi ditujukan Secara kese-
luruvhan, Buktinya orang miskin yang tidak membayar pa=-
Jakpun bolen mengadakan prestasi dari Nnegara, Bahkan
orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan preatasi
dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalap
hal penggunaan 3arana kesehatan,

Penggunaan uang yang dikumpulkan tadi oleh negara di-
gunakan membiayai Pengeluaran umum yang berguna untyk
rakyat seperti rembuatan Jalan, jembatan gedung sekolah,
gaji untuk pegawai vegceri termasuk ABRI dan Sebagainya,

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa dengan memperha-

tikan unsur-unsur yang melekat pada pajak maka akan mudah

untuk membedakan antar pajak dengan retribusi yaltu sebae

gai berikut -

1 Pajak'sifatnya berlaku umum, artinya berlaku rada setiap

orang yang memenuhi 8yarat untuk dapat dikenakan pajak,

sedangkan rada retribusi hanya beriaku pada orang tere

tentu Yang langsung ditunjuk,




2. Paca pajak unsur Paksaannya bersifat %i&anauqéﬁ-admi-
nistratif sedangkan retribusi unsur paksaannya bersifat
ekononisg, artinya kalau tidak membayar iuran maka orang
Yarvg bersangkutan tidag diperkeunankan memperolea atag
menikmatinya jasa dari Negara, misalnya retribuyai pasar
retribusi tambang dan lai=lain,

5. Pada pajak tegen prestasinya bersifat tidak langsung
dalaw arti bahwa meskinun kita bayar.-pajak pelum tentu
kita oisa menikmaci Jasa dari negara, Misalnya kita
bisa menikmati jasa dari uegara, Sedangkan pada retri-
busi, tegen prestasinya adalah bersifat langsung arti-
nya manakala membayar ifuran 8aja dan tidak kepada ma-
8yarakat luas yang tidav membayar iuran,
telah diketanul oleh umum, bahwa fungsi rajak bukan

saja budgetair, yaitu memasukkan uang 3ehanyak-banyaknya

dalam kas negara, melainkan magih ada yang lain yaitu
fungsi reguler, yaity fungsi mengatur,

Drantara para sarjana ada yang berpendapat, bahwa
pajak haruglah ditujukan paua usaha untuk semata-mata ge-
nutup biaya-blaya yang harus dikeluarkan oleh penerintan
untuk menunaikan tugasnya, Maka dart itu menurut pendapat
mereka bahwa pengenaan rajak haruas diatur Senetral-netral-
nya dan tidak beleh diarahkan untyk tujuan lain daripada-
nya,

Senaiknya banyak 8arjana yang menentang keras atag

pendapat di atas dan mereka mengajarkan bahwa Tungsi pajak

_— ]




berwugas mengisi kas uegara, maka paiak mempunyai fungsi
yang sangal penting yaitu fungsi mengatur, sebagai usaha
pemerintah untek turut cawpur dalam segala 1apangan;bidang
guna menyelenggarakan tujuan yang ingin dicapal oleh pene-
rintah yang tetaknya di luur bidang keuangan dan fungsi
mengatur ini banyak ditujuxan kepada sektor swasta,

Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya
sebagai alat kebijaksanaun pemerintah (fiseal policy)
dalam menyelenggarakan politiknya dalam sepala bidang,
Bahkan aalam negara modern funssi mengatur Justru menjadi
tujuan pokok aari pajak, Dalam fungsi mengatur inilah ter-
letak suatu tangan yang luas bagl perpajakan, balk dalam
bidang ekonomi moneter aan bicang sogial buaaya,

Selrnjutnya Bonari (1987 : 76) pahwa tungsi peuungn-
tau pajuk adalah sebagai berikut :

1. Fuugsi budge.er (mengisi kas nepara)
2. Fungsi rcgulered (fungei mengatur)

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang
oleh biaya yang Cukup tersedia pada kas negara, Untuk ity
pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalap keuangan
Begara, Pajak memegang peranan dalam keuangan negara le-
wat tabungan pemerintah atau saving yang disalurkan ke
dektor pembangunan, Pabungan pemerintah inij diperocleh
dari surplus penerimaan rutin/biasa setelan dikurangi
dengan pengeluaran pajak retribusi bea dan cukai, hasil

perusahaan negara, denda dan aitaan,

------------------i-----------.-..................J
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2.2, Pengervian Retribusi

Sebelum penuiis iebih jauh melangka menelaah pentingnya
retrious1 aaerah gebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah, maka teriebih danulu penulis memnjelaskan mengenai
pengertian retribusi 1tu sendiri.

Retribusi aualah merupa¥an pungutan yang diperoieh pe-
rerintah wmari balas jasa atau pungutan ini didasarkan kepa-
aa atau gtas peuggunaan jasa pemerintah, atau dengan kata
lain sumber keuangan ini dipungut atas siapa saja yang meng-
gunakan jasa pemeriniah atau yang telah disediakan olen pe~
merintah misalnya retribusi .erminal, retribusi parkir, ret-
riousi pasar, retribusi tambang dan iain-lain.

Uutuk lebih jelasnya sumber penerimaan pemeriutah aae
rah yang berasal dari sektor retribusi yang antara lain pe-.
ngertiammya yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara
lain : R, Santoso Brotodiharjo mengemukakan pendapat menge-
nai peungertian retribusi adalah sebagai beritut :

Retribusi pada umumnya dengan prestasi kemba-
linya adalah laugsung., Memang itulah yang di-
sengaja sebab pembayaran tersebut memang ditu--.
jukan semata-mata oleh si pembayar untuk men-
dapaitkan prestasi tertentu.

Dari defeunisi tersebut di atas dapat diketanul banwa

yang dimaksud asebagai retribusi adalah pungutaun yaung dikaite

kan dengan balas jasa yang diberikan oleh pemeriuntah kepada

pembayar retribusi secara langsung misalnya : pembayaran

uang sekolah, jasa pelabuhan dan lain-lain.



Kemudian pengertian retribusi yang dikemukakan oleh
Bohari (1985 ; 22) sebagai berikut .

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kee
pada megara yang dilakukan oleh mereka-merc-
ka yang menggunakan Jjasa-jasa uegara,

Bi sini nyata bahwa pembayaran-pemhayaran itu menda-
pat balas jasa yang langsung misalnya uang Sekolan, uang
pelabunan, Raug pasar, uang tambang dan Sevagainya,

Retribusi uni didasarkan kepada peraturan yang ber=
laku yakni daiam reraturan dJ eral, uan untyuk mentaatinya
yang berxepentingan dapat dipaksakan ekonemia ya.ty barang
Siapa yang ingin menggunakan/mendapacakan Jasa tertenty
dari negura naka 1a wajib mewbayarnya, Pembayaran inilah
yYang disebut retribuai, Cara pembayaran kauang-kadang
tidak dengan uang melainkan dengan materai, misalnya akte
untuk menangkap ikan, berburu, dan lain-lain., Untuk mem-
reroleh akte jity yang bersancwutan haryg wajio membeyi
materai,

Kemudian Yang dimaksuad dengan retribusi Gaerah ada-
tah pungutan Yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pera-
turan di mana pemerintsh telah memberikan Jasa-jasa kepa-
da setiap orang yang membutuhkan Jasa sehingga olehnya
dipungut retribus: sebagai balasg Jasanya.

Menurut Undang-Unnang Ro, 12 Direktorat tahun 1957
tentang reraturan umum retribus, daerah, mengatakan bahwa

retribusi aaalah -

-_—




Retribusi dacrah adaian peraturan daerah seba-
gal pembayaran pemakaian atau karena memperoleh
Jasa pekerjaan usaha atay miiik daerah bagi

Yang berkepentingan atau karena Jasa yang dibe-
rikan oleh dueran,

Dari defemnisi terse.ut di atas, maka pungutan retri-
vusi mengandubg maksud, bahwa sumber keuangan ini dipungut
atas siapa saja yang menggunzkan jasa=-jasa pewerintah dae-
rah, naka wajib membayar retribusi kepada daerah,

Adapun pengertian retribusi menurut Rachmat Scemitre
(1977 : 745) bohwa i

Retribusi ialah pembayaran kepada Negara yang
dilakukan oieh mereka y~ug mengguuakan jasa
negara, Disini uyata bahwa pembayaran-pembaya-
ran itu wandapat prestas: kemba.i langsung,
umpama uang sekoid. uang Pelabuhan dan Sepbagai-

nya., “Yrang tidax menggunakan jasa-jasa pemerin-

tabh yang telah disediakan tidak membayar re.ri-
busj-o

Sedangkan meuurutr J, Wajong (1985 : 56) pahwa :

Retribusi (juga disepu. bea) aaerah iian pungu-
tan dadrah sebaga: pembayaran disebabkan pema~-
kai avau karena mewperolen jasa dipekerjaan,
usaha ataw milik yang berkepentingan atany yang
divberikan oieh daerah, bafk langsung maupun
tidak langsung,

Dari penger.ian rewribusi di atas, maka dapat disipe
pulkan retribusi auerah adalah punputan aaesuh Yang dila-

kukan oleh pemerintan daeranh terhadap Setiap orang atay

badan yang memperoleh fasilitag tempat penggunaan atay

_— e |
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mendapat jasa yang telahn disediakan oleh pemerintah, baik
langsung maupun tidak langsung,

Nampak puld bahwa pengertian retribusi dengan pajak,
hal mana pgiak tidak menekankan pada pengembalian jasa
kepada pemerintah, tetapi hanya merupakan kewajiban semata-
mata dari kelancaran Jalannya tugas Begara dav pemerintan,

Dengan mengingat pemungutan retribusi daerah di da-
lam daerah yung didasarkan atas berbagai peraturan perun=-
dang—undangan diantaranya yang iebih tinggi yang relaksa~
naannya diatyr dengan peraturan daerah, 8ehingga dengan
pemungutan dapat lebih efektif dan efisien sesual dengan
kondisi daerah yang bersangkutan,

Dalam pemungutan pajak dan retribust adalah merupakan
pungutan sejumlah uang tertentu yang dilakukan olen nega-
Taspemerintan yang di dalamnya mengandung unsyr paksaan,

Yerkembangan dar: pada pemungutan retribugi adalah
masalah yang harys diperhatikan yaitu masalan rerhitungan
biaya untuk usaha yang diberikan keraua masyarakat itu,
imbaiannya berupa pungutan retribusi dapat berupa ;

1. termotif komersil
2+ Bermotit pybiic utility
5. Bermotif Service,

Berdasarkan movif-motif tersebuy. di atas, maxa untuk
Jasa yang bermotif public service didasarkan semata-maa
Sejumiah biaya untuk menghasilkan Jasa itu ditamban sSe-

dikit keuntungan bagi daerah, Ssedangkan retribusi untok

__.-_._........................-.-......-....-.-.-..-.-..-...-..-_—J,




21

Jasa yaug bersifat public utility dipungut mesalui Dinas
Penuapatan Daeran umumnya aapac mempernictungkan keuntung-
anl untuk daerah yang lebih tinggi.

Akan tetapi apabila sesuatu jasa diberikan karena
motif komersial, kiranya jasa daerah yang bermotif ini se-
saiknya dipungut melalui verusahaan~perusahaan daeran ka-
rena perhitungan untuk lapa perusahaan adalah lebih tinggi
dsri pelayanan pablic service maupun public utility,

Jadi di aalam pungutan retribusi d-.rah iui terdapat
Suatu tagen prestasi atas pengembalian jzsa-jssa Yang lang-
sung dari pemeri.tah uaerah, Aaapun tu:as pelaksanwan ret-
riousi aaserah in: dapat disebutkan berikut ini, jentis
retribusi da-ran tingkat II yang diadakan dengan Undang=-
undang Ko, 1z tahun 1957 Jo. lusiruksi Dalam Negeri tanggal
17 September 1Y6u, NO., 16 tahun 1968 antara rain
1, Uang Leges
2. Uang tol oiaya Jalan
3. Uang bea paugkalan
4. Uang bea penambaagan
5. Uang bea pembantaian dan pemeriksaan
é, Uang sewpudan dan izin bangunan
7. Retriousi atas pemakaian tanah

8. Bea penguburun
dan adapun lapangan retripysi yaug tersedia bagi Daerah
Tingkat II berdasarkan Undang-indang No, 12 tahun 1957

adalah :

-_— ]




i.

2.

4.

6.
7.

9.

10,
11,
12,
15,

14,
15,

16,

17,

Retribusi parkir

Retribusi vus dan bon byg

Uang sewa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh peme-
riutah daerah tingkat I

Retribusi peuyeuokan dan pengerukan kaxus

Retribusi izin mendirikan perusahaan

Retfibusi Pengujian kendaraan yang tidak bermotor
Retribusi ruman gakit/ balai pengobatan/pusat kesehatan
masyakarat yang dikuasai gleh pemerintah daeran tingkat
II.

Retribusi beésanggarahan yang dikuasat oleh remerintah
dairah tingkat IT

Retribusi pengeluaran/pengangkutan nasil pertanianm,
hasil hutan, hasil laut ke luar daerah sepanjang wewe~
nang daerah tingkat IT

Retribusi pemakaian aiy minum

Retribusi plat momor rumah

Retribusi izin dispemsasi kela- Jalan

Retribusi mesin gilag (alat~-alat berat) yang dikuasai
oleh pemerintah daeran tingkat II

Retribusi pemakaian alat-alat kesehatan

Retribusi rumah sakit bersalin (BKIA) pemerintah dae-~
rah tingkat II

Retribusi poliklinik gigi Yang dikuasai olen pemerintah
daerah tingkat II

Retribusi mobil ambulance




18, Retribusi kereta Jenasah

1Y, Retribusi sfrang burung

20. Retribusi simpan tembakau

2l. Retribusi pemakaian kios/penertiban warung

22+ Retribusi penginanan

23. Retribusi usaha pewmbakaran gamping

24. Retribusi usaha pembuatan genting, batu meran

?Y. Retribusi sertitikat prakwalifikasi, tender serta izin
pemborongan

26. Retribusi izin pendirizan perusahaan penggilingan padi

2'{s Retribusi pemakaian geuung/bangunan pemerintah daerah
tingkat II

28, Retribusi kendaraan yang tidak bermotor

29. Retribus. pemakaian lapangau olzh raga, taman dan lain-

lain yang oikuasa. olen pemerintah duersh tingkat II
30. Retribusi kartu ternak

31, Retribusi timbang ternak

32. Retribusi perpustakaan umum, yang dikuasai oleh peme-
rintan daerah tingkat I

35. Retribusi pemeriksaan dan pemoteongan teruak/daging

34. Retribusi pemeriksaan hewan besar bertanduk/jantang

aepanjang wenjadi kewenangan pemerintah daerab tingkat
II

35. Retribusi membawa daging hewan keluar acaerah tingkat 1T
36. Retrivusi penggunaan tempat rekreasi, taman perman-
dian, mesium swasta dan lain-lain yang dikuasai peme~

rinwah daerah tinpkat IT

-_—_— ]




37.

58,
39.
40,

41,

42,
43,
44,
45,

16,

47.

48,

49.

>0,

Retribusi 1zin usaha angkutan dengan kendaraan bermo-
tor

Retribusi pasar pemerintan daeran tingkat IT

Retribusi pasar swasta

Retribusi bank pasar pemerintah daerah

Retribusi pemakaian listrik yang aikuasai oieh pemerin-
Tah daeran tingkat II

Retrifusi Ienerangan jalan

Retribusi izinm usaha simpan garam

Retribusi pengangkutan garam Keluar daerah

Retribusi pemakaian garase;tempat penampungan mobil
Yaag dikuasai oleh pewmerintah daerah tingkat II
Retribusi pemberhen.ian di luar termina.

Retriousi bongkar muat

Retribusi pemakaian barang pemerivutah daeran tingkat
II

Retribugi putigutau seugketa tanan sewa Denyewa peruma-
nan,

Retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah tingkat II

Lart bebersapa pengeriian tentang retribusi di muka,

maka retribusi merupakan salah satu sumber keuangan daerah

yang cukup potemsial untuk dikelolah dalam rangka menutupt

kebutuhan dana dalam nembiayaan pembanguuan Yang sedang di-

galakkan pemerintah,
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2.3, Pengertian Pendapatan Daerah S ,/

F

- - . s
Sperti diketahuil banwa daerah octonom aéIanaé%nya di-

sebut daerah (tiugkat I dau tingkat II) adalah kesacuan

masyarskat hukum yang mempunyai batas wildyah tertentu

Yaug berhak, wewemang dan berkewajiban untuk mengurus ru-

mah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Repubm

lik Iudonesia sesuat dengan peraturan perundang-undangan

Yang berlaku,

Agar dapatr berfungsi dan tujuan rembeuntukannya, maka
daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai uru-
san sebagal uwrusan rumah tangganya. Salah satu diantaranya
adalah wewerang dalam bidang Keuangan Daerah Yang meliputi
1, Pungutan sumber-gumber pendapatan daerah, sebagaimana

dimasudkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor tahun
1974 tentang Pokok=Fokok Pemerintahan di Daeran.

2, Penyelenggaraan pengurusan, pertanggung Jawapan dan
péngawasan keuaungan daerah sebagal mana dimawsud pada
pasal o2 Undang-Undang Nomor 5 Tanun 1974.

3. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)
aan perhitungan atas APRD sebagaimana dimaksudkan pada

pasai 64 ayat (2) dan ayat (3) Undarg-Undang Nomor 5
tanun 1974,

Berdasarkan atas hal tersebut di atu3, maka dari ity
dapat diketanui batasan pengertian Fendapatan Daeran Seba=-
gai berikut : Pendapatan Daeman adalan pendapatan yYang di-
Peroleli oleh pemerintan daerah dengan ketentuan perundang-

undangan yang beriaky.,

e




Pendapatan daerah adalan komponen APBD untuk membia~
yal pembangunan aan meiancarkan roda pemerintahan, Karena
itu tlap-tiap waerah harus mengupayakan agar pendapatan

daerah dapat dipungut seintensir mungkin,
Uutuk dapat melaksan:ikun Pemungutan pendapatan dae-
rah secara intensit harus didukung olehn aparat yang terap-

pil dan sarana yang mwemadal, Namun demikian tiap-tiap jenis

pendapatan daerch yYang ditargectkan dai daiam anggaran pen-
dapatan dan belanju daeran harus wewpunyai dusar hukuu,
Pada pasal 12 PP, Ko 5 cahun 19¢5 ditaudaskan bahwa
Kepa.a Daerah harus menjaga terhadap reraturan=-peraturan
daerah dan ketentuan lainnya., Kebarusan ini terkandung
maksud bahwa rungsi pemerintah yang menjadi tugas pejabat
atau instausi pelaksana yang menjalankan pimpinan sehapi-

hari harus memelihara dan melaksanakan remungutan penda-

patan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menuryt Undang-Undang

pokok pemerintahan daerah No. 5 tahun 1974 pasal 55 antara
lain adalah :

1. Peudapatan asii daerah sendiri yang terdiri dart
a. Pajak daerah
b. Retribusi daeran
C. Perusahaan daerah

d. Lain-iatn ugaha daerah yang lain,

Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat

Yang terdiri dari

—_—
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a. Sumbangan aari pemerintah pusat

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-

undavgan,

¢. Lain-laiu pendapatan yang syah (misalnya pemberian
dari pihak ketiga kepada pemerintah daeran),

Dalam hubungan dengai pemgeluaran negara/daerah, maka
penerimaan pemerincah memegang peranan penting dan utama
sebagai alat untuk menguwpulkan dana guna membiayai kebuy~
tuhan-kebutuhannya.

Selaunjutnya menurut penjelasan B, Usman dan K. Subroto
(1980 : 16) memberikan batasan~-batasan peugeriian pendapa-
tan daerah :

Sebagal pungutan Yang dilakukan olen pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-uudangan, yang
hasilnya digumakan uncuk pembiayaan rengelua~
ran yang balas jasanya tiuak secarpa langsung
diberikan pembayarannya, sedangkan pelaksanaan-
nya di mana perly aipaksakan,

Selanjutnya Scejanto ( 1981 : § ) memberikan penjela~
2an sebagai berikut :

Sistim pemeriuntanan uan relaksanaan pewbangu-
van daerah didasarkan pada azas dekonsentrasi,
azas desentralisasi dav azas tugas pembantuan,
Di mana di dalam melaksanakan ketiga azas tere
sebut maka sumber keuangan pemerintah daerah
baik daerah Tingkat I, Tingkat II Becara ga=-
ris besar dapat dibedakan atas :

a. Supber-sumber dari dalam daerah tercermin
aatam APBD (Azas desentralisasi)
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b. Sumber-sumber dari luar daerah adalah dana
yaug berasal dari APBN, baik diallokasikan
metalul Departemen Sektoral (Azas Desentra-
ligsasi) maupun d-lam bentuk dana Inpres
(Azas tugas pembantuan),

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Sesuangguhnya
dengan azas desentralisasi, maka agar supaya daerah dapat
menguruas rumah tangganya sendipi dengan sebaik—haiknya,

waka kepadanya periu diberikan sumver-sumber pemblayaan
Yang cukup, akan tetapi wengingat kebutuhan auggaran nega-

Ta sendiri dalan melaksanakan tugas nasgsiomnal dan desentra-
lisasi dan tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang
dapat diserankan kepada waerah adalah terbatas, Karena ity
setiap daer«h diwajibkan menggali sendipi Begala kemungki-
nan sumber Keuvangaunya seguai dengan batas-batas peratu-
ran perundang-undangan Yang berlaku di negara kita,
Suwber-sumber pendapatan daerah, pada dasarmya dapat
digunskan untyk membiayaa tugas-tugas otounomi daerah yang
ditetapkan pada setiap tahunnya berdasarkan képada peratu-

rau daerah (PERDA) daiam beituk Anggaran Daerah, Anggaran

Daerah iuvi meliputi semua pengeluaran suvactu tahyn anggaran,
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2.4, Peugertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Studi mengenat pembelanjaan pemerintah ialah bahagian
dari pada teori ekonomi yang menerangkan asktivitae atay
tingka laku ekonomi dari individy (auggota masyarakat),
Kurangnya kesejahteraan (walfare) Yaug dialami oleh tiap~-
tiap iudiviau dalam kehidupannya meungharuskan berussha
dengan segala upaya dan dama yang terse ia, Oleh sebab itu
mavusia mengadakan pilihan (choise) melahirkan decision,
Jika 1ugin memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pilihan ini harus dilaksanakan pada setiap saat untuk
memilih berbagai atternatif, maka harus membandingkan mag-
faat (benefit) yang diperolehuya aari usaha tersebut, Per-
timbangan ini merupakun suatu keharusan bagi setiap ting-
kalaku manusia,

Dalam hubungan tersebut, maka oleh Kustia Kristanto
(1984 : 2) gebagail beriaut :

Teor: ekonomi umum (macro economics) menerangkan
meigeval tindakan-tindakan ekonomi iui meialui
mekanisme narga ini menyebabkan penawaran dan
Pernintaan equilibrium, Equilibriun price ini me-
rupakan realisasi baik dari relative short age
dari barang-barang permintaan maupun dari margi-
nal cost bagi penawar. Oleh karema itu suatu
harga terjadi di pasar maka cara pemasaran keby-
tubin ini disebut marker mechnisme,

Mekanisme pasar ing Sevenarnya tidak cocol untuk se-
luruh pemasaran kebutuban wanusia, Jika misalnya barang-

barang tidak bisa di bawah ke pasar, maka pembentukan

-_—
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harga via pasar tidak mungkin. Contohuya pemadam kebaka~
ram dan polisi, Apabila keoutunan - kebutuhan ini aibutyn-
kan oleh masyarakat, maka pemerintah sebagal wakil rakyat
menyediakan, Rakyatoya sama-sama membayarnya, Akan tetapi
dengan tidak adanya mekanisme pasar maka pembentukan harga
tidak mungkin, seulngga pembebanan biayanya pada rakyat
haruslah berlaku tidak melalui pembentukan harga di pasar.

Dahulu pembebabanan biaya tersebut menjadi pusat ner-
batian masyarakat atau publik, sehingga dari sinilah nama
"Public Finance", Masyarakat menentukan peraturan-peratyran
unvuk membelanjakan rengeluaran pemerintah,

Iui adalah suatu hal Yang tepat sekali seiama nasya-
rakat berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah harus dibaw
tasi paaa apa yang paling perlu. Semakin bewar pengetuaran
percrintah semakin besar ia menarik pernatian, Dengan demi-
kian 11mu pembelanjaan pemerintah menjadi iimu mengenai
rumah taugga pemerintah,

Apabila rumsh tangg. remerintah semakin perkembang
sehingga sebagian besar dari income umciuk ke kas pemerin-
vah (Kas negara,Kas pemerintab daerah), maka hal 1ni tipe
dakan exonomi pemerintah menimbuikan SuATu pengaruh yang
besar .erhadap Jalannya perekouomian, Ini berarci bahwa
vidak termasuk pevgeluaran dan penerimaan pemerintah saja
akan tetapi juga tindakan~tindakan pemerintah yang menime
bulkan akibat-akibat ekounomi termasuk diantaranya kebl jak-
S8anaan moneter, peugendalian harga, turut campuruya peme-

rintah dalam ekonomwi masyarakat dan laim sebapainya.

—_—
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dkan tetapi fimy pablic finance jika diperbincangkan

pada setiap saat masgih selalu terbatas pada anggaramn be-

lanja pemerintah gaja,

Daiam bukn pengelolaan keuangan daerah dan sumbere

sumber keuangan daerah, "Dalam hal pengertvian sumbangan

adalah pembayaran kepada pemerintah olen karena Segolongan

orang yang menikmati dari suatu usaha pemerintah, Yang di~

maksud dengan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daee

rah secara iklas, tidak mengingat, perclehannya oleh pihak

ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang-

an yaug berlaku, baik berupa uang Baupun barangebarang

baik bergerak maupun tidak bergerak. Sumbangan tersebyt
dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, niba dan
lain-lain, Sumbangan tersebut tidak mengurangt kewajiban

kepada pemerintah Seperti peuwbayaran pajak dan kewajiban
lainnya, Sumbangan yang akan dite~ima harualah memperoleh
rersetujuan teriebih dahulu dari IPRD, Sumbangan yeng mem-
peroleh persetujuan dari DPRD tersebut baru dapat dilaksa-
nakan setelahn mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala
Daerab Tingkat I dan Tingkat II dan menteri dalap Negeri
bagi Daerah Tiugkat I,

Sumvangan ini harys dimasukkan uaiam Anggaran Penda-
patan dan Belanja Laerah dan dipergunakan untux kepeuntingan

daerah khususnya pembangunan daerah,

Suwbaugan aart plhak ketiga yaug berupa barung berge=

rak dan tidak oergerak harus menjadi milik kekayaan daerah
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dan karena itu pengelolaannya dilakukan sebagal milik
daerah,

Anggaran pendapatan adalah perkiraan hasi} pencarian
dan peuwasukan. Kalan dihubungkan dengan daeran berarti
perkiraan hasil pemasukan keuangan suatu daerah, dalam
nal ini sehubungan dengan obyek penelitian penulis hasi}
pencarian dan pemasukan daerah Kabupaten Pingkat II Maroa
Sedangkan kaiay angparan belanja daerah berati perkiraan
biaya yang dipakai oleh daerah untuk mwembiayai daeranh sens
diri, seperti halnya daeran Tingkat II Kabupaten Mares,

Untuk pengertian anggaran betanja secara meiuas dan
terperinci dapat dilinatv aalam buky Administrasi Pemerin-

tah aalam Pembangunan Nasionai oleh Soewarno (1983 : 176 )

sebagal oerikut :

Anggaran beianja udalah Buatu rencana yang me~
rupakan perkiraun tevtang ampa yang dilakukan
dimasa yang akan datang, Setiap anggaran belap-
Ja menguraikan berbagai fakta Yang harus (spe~
81fik) temtaug apa-apa y«ng dilakuxkan oleh
unit/organisaui yang menyusun anggaran belane
Ja tersebut pada priode yang akan datang,

Berbicara masalah anggaran berarti berbicara masalah
keuangan, karena semua angegaran aualah mempermasalahkan
uwang, Hal ini uisevabkan karena auggaran mengandung renca-
Ba pembelajaan uang, yzitu suatu rencana yang dkan direa-
lisanikan pada masa yang akan uatang dan memoerixan apa
yang akan dikeraakan deugan jangkauan dan kemampuauy

anggaran tersebus,
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Stracegi anggaraan adajahn kesiapan banyaknya anggaran

yaog harus dicantumkan dengan jelas., Dicantumkan secara
Jelas agar dapat dijelaskan dan di jalankau sesuat demgan
program tersebut ceruasarkan dengan kewampuan ¥ang ada,
Kalau kita kemuali meneiaah arti dari pada anggaran
Yang artinya kira—kira:atauuperkiraan, berarti segala pe-
8uatu anggaran ity tidak ada yang dapat atau tepat dan
pasti. lNamun dalam Avggaran Pendapataun dan Belanja Negara
harus dituntut untuk tepat PENggunaan anggaran tersebut
dengau hagil yang dicapai, paling tidak mendekati.keteta~
pan. Untuk meundekati ketetapan, diharapkan adanya kecerma-
tan, ketelitian agar dapat dipertanggung Jawabkan,
Anggaran ada dua macam yaitu amggaran rutin dan ang=
garan pembangunan, Jadi ing ada anggaran pendapatan dan
pembangunan daerah menuryt Soewarno ( 1984 : 3 ) yaity :

Anggaran peundapatan dan belanja daeran Yang
berkenaan dengan kegiatan yang terus menerus
dilakukan, biasanya disebyt anggaran pendg-
pratan dan belanja rutin daerah dengan kegla-
tan-kegiatan Yang ada batas akhirnya biasg
disebut anggaran pendapatan dan belanja dae-
rah untuk membangunan,

Jadi anggaran pendapatan dan belanja daeran adulah
perkiraan damna Yang akan aipergunakan untuk biaya dan per-
kiraan dava pemasukan daerah, dan anggarau pendapatan dan

belanja aaerah u.da yang bersitat rutin dan ada pula yang

beraifut pPembangunan,




Contoh anggaran rendapatan dan belanja aaeran untuk
rutin dan anggaran rutin daerah, yaity Yang berkenaan dengan
pendapatan misalnya pajax kendaraan bermotor, pajak Pembang-
unan I, retribusi dan lain~lain, Yokoknya segala gesuatu

Jenis penerimaan Yaung perolehannya di dapat secara verus

Seaangkan contoh anggaraw pendapa.an dan belanja dae-
rah untuk pembangunan, yaity Yang berkenaan dengan penda-
patan wisaluya Iyran hasilenagi} hutan, pinjaman daerah
atau IPEDA, pkokny segaija sesuatu jenis penerimaan sepanjang
perolehannya didapatkan tidak secara terus menerus. Maka

Jenis penerimaan int acalah penerimaan untuk Pembangunan,

Kalau dipisahkan, maka dapatlah dikatakan bahwa ang-
garan peundapatan dan belanja rutin Yaitu segala pendapa-
tan yang tvidak mempunyaf bates jangka wakty dalam arti te- ’
Tus menerus tidak nutus-puuusnya, contohnya pajak kendaraan,
retribusi, ocagian jaba dari perusahaan dan sebagainya,
Sedangkan anggaran belanja rucin yaitu segala pengeluaran
daerah yang ridak punya batas waktu atay Jangka waktu tep-
tentu dalam a ti terys menerua tidak putus-pucusnya, misal-
Bya gaji pegawai, belanja barang, perjaianan dinas dan
Semacamnya,

Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan

Yaltu segala pemasukan yang sifatnya Sewaktu=waktu dalam

arti tidak cerus menerus, contohnya pajak pemban;unan I,
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yaitu segala pengeluaran yaug punya oatas wakty daiam arti

bahwa tidak terus-menerus dan sewaktu-waktu saja dikelyar-

kan, hanya kalau perlu atau ada sesuaiy yang bersangkutan

barulab dikeluarkan biayanya. Contoh pembuatan Jalanan,

gedung atau kantor-kantor remerintah, rumah~ruwah 8ekoian

dan tempat reribadatan,
Meourut Djoefri Abdulian (1984 - 6) vahwa :

Anggaran pendapatan dan beianja daerah aigy-
sun untuk jangka wakty kerja satu tahun kg~

rena itu disebut Juga anggaran pendapatasn dan
belanja daerah pada dasarnya didasar
sBuatu azas anggaran,

ring disebu: gtelael,

kan kepada
yaitu azas kas atay se-

Dengan mel.hat renjelasan tersebut di atas berarti

bahwa apa Yang dicavntumkan dalam aRggaran pendapatan dan

belanja daerah d. dasarkan pada peiaksanaan yang dapat di-

takukan, dikerjakan aap dibayackan, pexerjaan yang dilaage

kan sehubungan dengan hal ini berarti memerlukan biaya dan
anggaran, Anggaran itulah harus dikeluarkan 8ebagaimana

mestinya menurut objek yang bersangkutan,

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (1984 :6)
bahwa yang termasuk suatu anggaran adalah :

a, Semua jumlah uang yang merupakan peneri-

maan anggaran yang selama tahun itu dima-
Sukkan dalam kas daerah atau kantor yang
diserahi pPekerjaan kas daerah,

S emua perhitungan yang merupakan penerimaan
anggsran, yang selama tahun anggaran dila-
kukan ancara bagian-bagian anggaran,

e ————————— |
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Pemegang anggaran pendapatan dan belanja daerah ge-
cara prakteknya bertanggung Jawab langsung untuk memasuk-

kan atau menyimpan, dan mengeluarkan kenangan daerah,

Hal int sebagaimana pula dikemukakan oleh Djoefri Abdullan
(1984 : 14) sebagsi berikut

Anggapan pendapatan daerah dalap suatu tahun
anggaran mencakup semua penerimaan dan pPenge-~
luaran anggaran yang selama tahun anggaran :
de Dimasukkan ke aalhmg atau di keluarkan dari
kas daeran atay kautor yang diserahi PeKere
Jaan kas daeran,
b, Diperhitungkan antara bahagian anggaran
¢. Diperhitungkan welalui urusan kas dan per-
hitungan,
Anggaran daerah perhitungan penggunaannya untuk pem-
bangsunan, baik pembangunan risik maupue non fisik, aan

anggaran di sini adaiah termasuk angearan rutin dan angga-

ran pembangunan,




III. METODOLOGY PENELIPIAN

3.1, Daerah Penelitian

Untuk keperluan penulisan skripsi ini, penulis me-
milih daerah penelitian Yaitu Daerah Tiungkat II Kabupaten
Maros. Adapun alasan memilih daerah tersebut kurena pe-
nuiis ingin wengetahui berapa besar retribusi tambang ga-
lian golougan ¢ Yang diterima ¢leh pemerintah daerah Ka-
bupaten Maros serta berapa besar koutribusinya dalam me-

ningkatkan Pendapatun Asli Daerah (PaD)

3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Data yang akan wendukung karya ilmiah ini bersumber
dari
a, Sumber Data
- Kantor Statistik Daeran Tingkat II Kabupaten
Maros,
~ Kantor Dinasg Pendapatan Daerahn Kabupaten Mayos
- Kantor Departemen Pertambangan Daerah Tingkat
II Mares,
- Dari beberapa instansi yang terkait yanga ada
hubungannya dengan penulisan skripsi ini,
- Berbagai sumber kepustakaan yang-ada hubungan=-
uya dengan penulisan Bkripsi ini.
b. Cara Pengumpulsn bvata
Datu dan informasi Yang mendukung penutisan skrip-

31 ini dikumpulkan aengan menggunakan metode :

\
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= Data primer yaitu data yang diperolenh langsung
oleh penulis dengan melakukan wawancara lange
sung dengan para responden atau para pejabat
Dinas Yenaapatan Dauerah Tingkat II XKabupaven
Maros.

~ Data sekunder yaitu data yang memperkuat data
primer di mana data ini diperoieh oleh atau
dary ingtansi verkalt serta jeuls aata yang di-
pergunakan atau data yang diperoleh yaitu meru-
pakan yang bersumber dari opuku, majalLash dan ter-
bitan-ternoitan dari insvansi yang terkair yang
merupakan daiam bentux angka-angka seria litee

ratur-iiteratur yang ada hubungannya dengan

peubahasan akripsi ini.

3.3, Peralatan dan Metode inalisis
Data yang telah dikumpulkan dari peveli.ian akan di-
pergunakan sebagal bahan analisls dan dibantu dengan pe-

ralatan rumus kontribusi ( J. Simanjuntak 1985 : 129 )

sebagar berikut :

—_— ¥ 100
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di mana
Ij adalah retribusi tambang galian golongan C
SJ adalah besarnya kontribusi yang diberikan
dari retribusi tambang galian golongan C
Y adalah seluruh sumber penda-atan yang di-

terima oleh Dinas Pendapatan Daerah, atau

Tendapatan Asli Daerah (PAD).

5.4, Kerangka Operasional

Untuk memberi arah dan peungertian yang jelas kepada
pembaca temtang karya tulis ini berikut dijelaskan varia-
bel pokok yang akan dipakai yaitu :

- Retribusi adalab pungutan daerah sebagai pembayaran pe-
makaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karemna
Jasa yang diberikan oleh daeran

- Pendapatan daerah ad~lah pendapetan yarg diperoleh olen
pemerintah daeran dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi
daeral, perusanaan daersh, lain-laiu usaha daerah yang
lain,

- Pertambangan adalah suatu usaha untuk memanfaatkan sum-
ber daya alam secara oftimul demgan tidak merusak ling-

kungan dan untuk kesejahteraan ummat manusia yang ada
di muka bumi ini,




IV. REPRIBUST TAMBAIG G:LIAN GCLOKGAN C SeBAGAT SATAH SATU
SU“BER PENDAT ~TAN 4STI DAERAH DI KABUPATEN MAROS

4.1l. Fotemnsi Bahan Galian Golongan C

Inventarisasi bahan gzalian golongan C yang banyak ter=
ug}nt dan tersepar luas di wilayah yang akan dikembangkan
merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Dengan demi=~
kian dapat diukur sejauh m=na darrah tersebut dapat dikem-
bangkan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pengham=-
bat dan faktor peundorong dalam program pembangunan terse-
but dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan sumber daya bahan galian yang terdapat
di daerah kita ini diupsyakan adanya perencanaan, pembinaan
dan pengawasan secars tervadu, terarah dan berkesimambungan
sehingga ketersediasn sumber daya bahan galian yaug ter-
batas potensinya dapat dimanfantkan seoptimal mungkin.

Seiring dengan lajunya pembangunan risik yang semakin
pesat maka tuntutan kebutuhan bahan gatian golongan C juga
semaltin meningkat jumlahuya. Hal ini akan memberi akibat
eksploitasi besar-besaran terhadap bahan galian golongan C
tanpa memperhatikan teknis penambangan, keselamatan kerja
dan kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini perlu dian-
tisipasi sedini mungkin, meungingat hahwa sumber daya bahan
galiau golongan C merupakan sumber daya yang terbatas dan
tak terbaharui, oleh karena itu Keberadaan dan kelestari-

annya verlu diperhatikan untuk kepentingan generasi men-

datang, Demikian pula lawnan pnsca tambang perlu mendapat
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perhatian agar pemani-atan sumber daya alam dapat diguna-
AanNl s3ecsra ontimal dan bijaksana, maka keglatan Penambangan
diusahakan apar tidak merusak funesi lingkungan hidup dan
dilaksanakan dengan ketijaksanaan yang menyeluruh serta
memperhatikan genersgi yang =2kan uatang, Deungan demikian
maks setiap perencauaan penambaugan perlu keterpaduan

yang menya.ruruh zgar kegiatan raklamasi bekas penambangan
dapat menunjang kegiatan sektor lain,

Beraasarkan Peraturan Pemerin.ah Nomor 27 tahun 1980
renggolongan bahan galian golongan C terdiri atas 36 Jjenis
meliputi bahan galian industri dan bahan palian konstruke
si/banan bangunan yaitu
- Fitrat-nitrat, pospat-nospat, Garam batu (halite)
~ fsbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit
= Yarosit, Leusit, Tawas, Cker
- Patu pemata, Batu setsurah permata
- Fasir kwarsa, Faolin, Feldspar, Gips, Bentorit
= Batu apung (pumice), Tras, Cbsidian, Terlit, Tanah

diatoma, Tanah serap (Fullers Earth)
= harmer, Batu tulis (Sebak), Batu k&pur, Dolomit, Kalsit
- Cranit, Andesat, Bass1t, Trakhit, Panah liat qan pasir
sepanjang tidak WENANAUNE uLsur-unsur mineral golongan
4 maurun golongan B dalam jumiah yang berart: ditinjay

dari segi ekonomi dan teknologi pada sast ini,
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Untuk menge=ahui potensi bahan galian golongan C di
Fropinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan inventarisasi/
pemetaan bahan galian golongan C sejak tahun anggaran 1989/
199C sampai dengan tahun anggaran 1995,/1996 yang sumber da-
nanya berasal dari bantuan subsidi Daerah Otonom dari De-
partemen Dalam Negeri, Adapun pemetaan makre meliputi RKa-
bupaten Dati II Gowa, Maros, Fangkep, Barru, Sidrap, Wajo,
Luwu, Bone dan Soppeng sedanekan pemetaan semi mikro meli-
puti Kabupaten Dati II Haros, Fangkep, Barru, Bone Polmas,
Majene, Mamuju, Luwu, Tana roraja, Enrekang, Pinrang dan
takalar,

Sasaran dari pada pemetadn potensi bashan galian g0low: =
ngan C auvalzh
1, Langsung

a, Menunjang kebijaksanaan Pemerintah Paeran Tiugkat I
datam pengelolaan bahan galian golongam C di daerah

Yaug berkaitan dengan :

= Pemberian surat izin pertambangan daerah

- Fenpawas /penge: dalian kegiataun usana vertambangan

dan kelestarian lingkunpan hidup
- Fevataan kawasan/zonasi wialayah pertambangan

~ Froyeksi pendapat@an iuran pertambangan,

b, Sebagai bahan informasi bagl pemerintah Daerah Ting-
kat II yang berkaitan dengan

= Pemberian rekomendasi SIID

- Fenyusunan rencana umum tata ruang kabupaten
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- Pengawas/pengendalian kegiatan usahs pertanbangan
= Feningkatan kegiatan usaha pertambangan
2. Tidak langsuung

Meouunjang kebijaksanaan Departemen Dalam Regeri dalam
kal

= Iemantayan terhadap pengelolaan bahan galian golongan
C di seluruh Indonesia.

<~ Turut melakukan usaha reningkatan pemanfaatan bahan ,,
galian golongan C dj tingkat Kasional, baik untuk
ekspor maupum untuk memenuhi kegiatan dalam negeri.

Adapun jenis bahap galian golongan C yang dijumpai di
Yropinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara lain ¢ Asbes,
zeolit, talk, mika grafit magnesit leogit oker, batu se-
tengah permata, prasir kwarsa, kaolin, feldsfar, gifs, bpen-
tonit, toseki, batu apung, iras, marmer, batu tulis (batu
sabak)}, batu kapur (baty gamping), dolomit, kalsit, gra-
nit, andesit, basalt, trakit, ranah liat, pasir dan keri-
kil/batu kail,

Bahan gatian tersebut tersebar luas hampir di semua
daerah, nsmun Yang terdapat dan pengusahaannya ¢cukup ber-
kembang 4i kabupaten .aros adaluh pasir, tanah liat, keri-
kil, batu gunung/ka-ur, marmar, pasir kwarsa, Seiain bahan
galiaun golongan C tersevut, magih batyak bahan galian
golongan C yang terdapat di daerah Tingkat II Maros yang
beitum dikelolah secara vaik karemna keterbatasan dari pada

sumber daya manusia yaug dapat mengolahnya, dan diharapkan

agar sumber daya alam yang terdapat dikabupaten Maros --. -

—_—
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agar dimanfaatkan atay dikelolah secaras maksimal dengan ti-
dak merusak kelestarian lingkungan,

Sebagal konsekuensi dari pesatnya laju pembangunan sa-
rana dan prasarana, untuk memenuhi permintaan suplay mate-
rial bahasn bangunan maks para penambang meningkatkan produk-
sinya. Disinilsh sering masalah lingkungan karena para pengu-
aaha tambang/pennmbang melakukan kegiatan Pemmbangan pada
sembarang tempat dan Yeng mudah penzgaliannya tanpa memper-
hatikan petun juk pengamansn teknis Penambangan dan lingku-
ngan hidup,

Apabila keadsan ini dilakuken terus menerus akan me-
nimbulkan ketidak seimbangan tata ruang dan pada akhirnys
menyebabkab terjadinye rangguan-ganggumn fungsi lingkungan
seperti di jumpat psda beberapa lokasi kegiatan penambangan
pasir, krikil, batu kali den tangh liat Yang berlokasi
Pada sungai dengan daya dukung yang relatif rendsh sehingga
apabila mendapatkan beban yang jauh lebih besar skan mudah
timbul perubshan-perubahan marfologi sungai, berkurangnya
fungsi sungai dan timbulnya gangguan pada bangunan air dan
Jembatan,

Untuk itu diperluken adanya langkah~langkah penataan
tatea rueng/zonasi kawasan pertambangan di dalam pengara-
han kegietan usaha pertambangan untuk mendetekai penyebab
perubshan=perubahan fungsi lingkungan, pengendalian peru-
bahan-perubahan yang terjadi dean meminimalkaen dampak ne-

gatif yang akan terjadi,
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Dengan demikian muty fungsi lingkungan hidup depat di-
pertahaenk=n dagn bahkan ditingkatkan melg lui upaya perenca-
nasn penataan/zonasi kawasgn rertembangan yang serasi dan
terpadu dalam rangka pencapaian sasasran pemanfaatan kawasan
pertambangeh secara optimal, efektif dan berkelan jutan
untuk menun jang pPerencanaan pembangunan Pengwilayahan ko=
moditi sebagal strategi dasar pengembangan wilayah,
Usaha pertambangan dan energl adsalah kegiatan yang
meliputi
2. Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, Pengolahan
pPemurnian Pertambangen umum,

b. Ekasplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penerimaan
minyak dan gas bumi,

¢. Eksplorasi dan ekaploitasi, sumber daya panas bumi,

4. Eksplorasi pada pembangunan proyek ketenaga listrikan,
konstruksi dan ekaploitasi ketenaga listrikan.

Dari sekian banyak tambang galian golongan Yang ter-
dapat di Kabupaten Maros hanya sebagian saja yang dikelo-
lah karena keterbatasan sumber daya manusie dan modal.
diketahui bahwa tambang atau hagil tambang tersedia diglam
inl untuk mengelolahnya memerlukan iInvestasi yang tidak
sedikit untuk wendapatkan hasil Yang baik.

Berikut ini kite a%an melihat tambang galian golongan
C yang terdapat di Kabupaten Maros Yang sudah dikelolah dan
menghasilkan hesil yang cukup besar vang dapat memenuhi ke-
butuhan masyerakat berupa bsham material bangunan dan tam-

bang lainnya.

----------------.-.------.-.-.---.---....-.....-_-.J
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TABEL 1.
PRODUKSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C YANG TERDAPAT
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1995

No. l Jenis Tambang Galian Gol. C 1 Produksi (M3)
!
o1 ; Pasir den Krikiil I 135.000
| 2, ! Pasir Kwarsa 150
I][ 3. f Tanah Liat | 41.120
| 3. 1 Batu Kapur } 53.250
5. * Marmer f -
| |

Sumber : Kantor Dinas Pertambangan Daerah Tingkat II Maros

Dari tabel 1, nampak bahwa tambang galian golongan C
jenis paair dan krikil merupakan jenis tambang yang banyak
dikelolah olehn magsyarskat atasu nihak pengusaha di Kabupaten
Maros. Pada tahur 1995 jumlah pro ukst yang dihasilkan
8 &#lah sebesar 135,000 m3, sedakgkan untuk batu kapur pro-
duksi yang dihasilkan ada’ah 53,250 m% batu kaprr ini ada-
lah batu bangunan Yang dipekai masyarakat sebagal pondasi
bangunan, dan tanah liat adalah merupakan bahan baku untuk
pembustan batu bata dan rventeng, produkasinya sebesar
41.120 m3 dan untuk pasir kwarsa produkeinya 150 m3, ge-
dangkan bahan galian golongan C berupa marmer sudsh diusa-
kan pencelolaannya namun belum berproduksi.

Demikian produksi tambang galian golonean C yang ada

di Kabupaten Maros cukup potensial untuk dikembangkan

------------------------------.--.-.--....J
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pada tahun-tahun yang kan datang mengingat daerah tersebut

menyimpang kekayaan alam Jang cukup besar,

4.2, Retribusi Di Daerah Tingkat II Maros

Sebagaimana diketahui bahwa retribusil adalanh merupakan
pungutan yang diperoleh pemerintah dari balas Jasa yang di-
dasarkan atau suaty pPenggunaan jasa pemerintah &tau yang
telah disediaskan pemerintah,

Retribusi merupakan pula salah saty sumber pendapa-~
tan peme-intgh yang cukup potensial untuk dikelolaeh dalam
rangka membiayai kegiatan dalam Pembangunan atau dengan
kata lain untyk menutupi segala biaya pengeluaran dalam
Pelaksansan pembangunan,

Khususnya daerah Tingkat II Maros Yang merupakan dge-
rah otonom atau daergh Yang berhak mengatur daerahnya sen-
diri, maka dalam hal ini pelaksanaan Pembanguman daersh
cukup menelan biaya yang sangat besar sehingga perlu di-
adakan Pengintensifan dana terhadap penchpatan-pandnpatan
daerah yang berasal darl sektor retribusi daersh, dan di
dalam anggaran belanja rutin daerah, retribusi daergh ini
merupakan salah saty sumbey Penerimaan/pendapatan pemerin.
tah daerah,

Jenis- jenia retribuai daerah yang dipungut daergh,
apakah itu di daerah tingkat II atay Kotamadya, maka saba-

g&l gambarsn dapat dikemukakan Jenis~jenia retribusi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Tingkat II Maros

\




adapun retribusi tersebut antara 1ain :
l, Pemberian izin pengambilan pasirn batu dan krikip

(tambang palian golongan C )
2. Uang legesa

3. Uang pangkalan (parkir¥
4. Uang penambangan/penyeberangan
5. Uang pemer ksanaan pembantaian
6. Uang sewa tanah / bangunan
7. Uang aempsdan / 1zin bangunan
8. Uang atas pemakaian tanah {(pelataran)
9. Uang penguburan
10 Uang Pelelangan ikan
11 Uang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor
12 Stasiun bua dan taksi
13 Betribusi pasar
14 Retribusi sampah dan kotoran

Dari sekian banyak retribusi daerah yang ada di Kaby-
pPaten Maros, dalam karya ilmia ini penulis akan meneliti
dan membahas mengenail retribusi hasil tambang galian golo-
ngan C yang banyak terdapat di Daerah Tingkat II Maros.

Untuk melihat dari dekat bagaimane keadaan retribusi
dasrah pada daersh tingkat II Maros, maka berikut ini
dalam tabel 2. akan diperlihatkan bagaimana target dan
realisasi penerimasan retribusi daersh dari tahun anggaran

1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/1995 yaity sebagai
berikut :
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TABEL 2.
BESARNYA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
DARI RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAROS
TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

Tahun Target Realisasi ! Prosentase
Anggaran (@? (Rp)

1990/1991 ¥  360.000.000 190.000,000 ! 52,8
1991/1992 391.000,000 211.920.000 ¢ 54,1
1992/1993 t  214.750.000 292.630.277 ! 70,5
1993/1994 611.57%.000 519,604,359 ¢ 84,9
1994/1995 693.000,000 649.007.499 93,9

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Maros
(Cabang Dipenda Tk I Wil X Maros)
Berdasarkan tabel tersebut di atas diperlihatkan per-
kembangan dari pada target dan realisasi pendapatan dari

retribuasi daerah tingkat II Maros dari tahun anggsran
1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/199%5, Dapst dilihat
pada tahuh anggaran 1990/1991 ditetapkan oleh pemerintah
daerah mengenal besarnya target dari pada penerimaan ret-
ribusl yaitu sebesar Ry, 360,000.000,- sedangkan realisasi
yang dapat dicapal hanya R. 190.000.000,- atsu hanya

52,8 persen dari target yang telsh ditetapkan. Jadi ada
sekitar 47 peraen tidak tercapai, pada tahun anggaran

1991/1992 penetapan target penerimaan retribusi daerah



yang ditetapkan pemerintah meningkat yaltu sebesar

P, 391.000.000,~ dan yang dapat dicapai atau terealisasi
hanya B, 211.920.000,~ atau hanya 54,1 persen, pada tahun
anggaran 1992/199% besarnya target Yang ditetapkan dari pe~-
nerimaan pendapatan retribusi daerah adalgh Bp. 414,750,000, -
realisasi yang dicapai 70,5 percen atan.R, 292.630.277,-
Pada tahun anggaran 1993/1994 target yang ditetapkan peme-
rintah mengalami kenikan dari tehun sebelumnya besarnya
target tersebut adalah fp. 611.575,000,~ dan Yang: berealisg-
81l sebesar R, 519.604.359,- atgu prosentaase Pencapalannya
adaleh 84,9 persen, sedanckan pade tahun anggaran 1994/199%
adapun target penerimaan dari sektor retribusi daerah yeng
ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesgap . 693.000.000,-
doari hasil pemungutan yang dilakukan oleh aparat pemerintah
daerah hanya terealisas! sebesar Rp. 649.007.499,- atau se-
kitar 93,9 persen, dalam Pencapaiannya merupakan tahun
anggaran yang lebih besgar terealisasi dibanding dengan
tahun sebelumnya.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pen-
capaian reslisasi retribusi pendapatan daerah tidak pernsh
melampaui target Yang telah ditentukan oleh pemerintal,
rata setiap tahun anggaran tidask pernah terjadi penurunan
pPersentase dari perbandingan antaras realisasi dengan tar-
get,

Jika ditinjau dari segl peranusmya maka retribusi ini

sangat penting artinya di dalam pembangunan, dan retribusi
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ini merupskan 8alnh satu sumberp keuangan daerah untuk mem-
biayai pengeluaran rutin, yang diharapkan dpat memperlan-
car pemerintahan dalam kaitannya dengan proses pembangu-
nan,

Di Qalam pemungutan beberapa jenis retribusi terasebut,
pemerintah daerah Tingkat II Marosg mempunyal desar hukum
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Yang berupa
penentuan pPerundang-undangan Yang pelaksanaannya harus

berdasar dari pada apa yang telak ditentekan oleh pemerin-
taho

4.3. Keadaan Retribusi Tambang Galian Golongan ¢

Retribusi tambang galian golongan C merupakan salah
satu bagian dari retribusi daerah, yang mana retribusi
daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah
daerah yang cukup potensial untuk dikelolah khususnys ai
retribusi tambang galian golongan C ini, 41 mana apabila
dikelolah secara intensif maka sakan memberikan dampak
yang positif terhadap pendapatan daerah, Yang nantinya
akan dapat menun jang pembangunan.

Mengingat bahws potensl pertambangan bahan galian
golongan C di Daerah Tingkat II Maros cukup besar untuk
dikelolah dan dikembangkan secara lebih berdaya guna dan
berhasil guna bagt pemabngunan daerah, demikian pula bagi
kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan

daerah sertas masyarakat setempat,

\_}




5%

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang retribusi tam-
bang galian golongan C terhadap pendapatan esll duerah ter-
lebih dahulu di jelaskan penentuan tarif dari pada retribu-
si tambang galian golongan C, berdasarkan PERDA Nomor 7
tahun 1993, tentang usaha pertambangan galian golongan ¢,
dengan obyek pungutan adalsh hasil produksi/pemakaian dan
pemanfaatan bahan galien golongan ¢ yang diperoleh dari
ekaplorasi dan ekasploitasl dengan tarif 3
a2, Surat izin Pertambangan daerah ekaplorasi dikenakan iuran

tetap sebesar B, 5.000,- setiap Ha/tshun,
b. Surat izin pertambangan daerah eksploitasi dikenakan
luran tetap sebesar B. 10.000,- setiap Ha/tahun,

Besarnya tarif retribusi hasil produksi untuk setiap
jenis bahan galian golongan C persatuan wmeter kubik dan
atau satuan ton adslsgh sebagal berikut :

TABEL 3%,

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOL ¢
BERDASARKAN PERDA NO 7. 1993

No ' Jenis Bahan Galisn ' Desaruyas Tsdf Retribusi

) L 2 ¥ 3 T )

1 ¢ Nitrat ' '

' - Bahan Pupuk ' 1.700 ' 2.875

' - Bahan Industpi ¢ 1.700 ' 2.875
2. ! Pospat ' '

' - Bahan Industri ! 1,800 ' 4.770

-_— ]
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1 L] 2 ] 3 L 4
3 ¢ Garam Baty ' !
' - Bahan Maksanan ' 1.700 ' 3.845
' -~ Bahan Industri 1.700 ' 3.045

4 ! Aabeg ! '

' ~ Bahan bangunan ' 2.100 ' 3.640
= Bahan Industpi ¢ 2,100 ! 3.640
5. 1! Talk ! '

' - Bahan Bangunan ! 2,100 ' 4,810
! = Bahan Industri 2.100 ' 4.810
6., ! Mikagq ' !
! - Bahan Industri ! 2,100 ' 3.695
' - Bahan Optik ' 2.100 ' 3.695
7. ! Magnesit ' 2.100 ' 5.250
8. ! Grarfit ' 2,100 ! 3.865
9. ! Yarosit ' '
! - Bahan Gosok/Cat ! 2.100 ' 5.375
' = Bahan Industpri ° 2,100 ! 5.375
10, ! Tawas (Alum) ' 1.700 ' 3.670
11, ! Leusagit ' 2.100 ' 4,285
12, ! Oker ' 1.400 ' 3.55%
13, ¢ Batu Permata ' 10 ¥ dari hap!
' ' ga jual '

14, ! Batu Setengah per-' 10 % dari har'

mata ga jual

bergambung .,.

\_‘
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1 2 ' 3 ! 4

15. '  Pasir Kwarsa/Silika' '

' ~ Bahan Produksi ! 2.000 ' 4,700

' = Bahan Industri ' 2.000 ' 4.700
16, ¢ Kaolin ' 2.000 ' 4.320
7. Feldapar ' 2.500 ' 5.525%
18, ! G1ipa ' '

'~ Bahan Semen ' 1,500 ! 2.430

' ~ Bahan Industri ' 1.500 ' 2.430
19, ! Bentonik ' '

' ~ Sodium Bentonik 1.500 ' 3.240

' - Kalaium Bentoniy 1.500 ’ 3.240
20, ¢ Betu Apung -t '

' - Behan Bangunan t 1.500 ' 900

' - Bahan Semen ' 1.500 ' 900
2. ' T prag ' 300 ' -.395
22, t Obsidian ' 850 ' 1.665
2%, Perlit ' 850 ' 1.555
24, ! Tanah Digtome ' 1.500 ' 2.565
25. ' Tanah Serap ' 1.500 J 3.240
26. ' Marmer ' '

' - Bahan Sen{ Patung? 2.500 ' 6,500

' - Bahen Industri ' 2,500 ' 6.500
27 ' Batu Tulis ' 500 ' 790
28, ! Batu Kapur ' '

' = Pahan Bangunan * 750 ! 1.960

\J
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29.

30.
31

32,

33.

34.
35.

~ Bahan Pupuk

- Bahan Semen

- Bahan Imdustri
Dolomit
Kalsit
Granlt, Andesilt,
Trakhit, Bassalt

Tanahh Liat

«~ Tanaeh Llat Tashan

apl

- Tanah Liat (clay

ball)

~ Tanah Llat untuk

Semen

= Tanah Liat untuk

Genteng

Taneh Urug
Pasir dan Krikil

= Untuk Bahan Ba-

ngunan
= Untuk Urug
Zeolit

Toesekld

750
750
150
500
500

1.000

1.500

1.500

1.000

500

400

500
400
1.500
2.000

1.960
1.960
1.960
1.450

82%

1.780

2,610

a.610

1.740

800
740

1.155

925
2.370
4.320
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Dalam hal pelaksanaan proyek, segala kegiatan yang ..
menyangkut pendataan, pengumpulan rencapma anggaran biaya
melalul rekanan dan atau para pinpinan proyek / bendaharawan
proyek, penetapan furan bahan tambang galian golongan C
dilaksanakan oleh Bupati/ Wall Kota Madya Kepala Daerah .
Tingkat II yang bersangkutan, dan pembagian hasil darl pada
pemungutan iuran atau retribusi tambang gallan golongan C
yang dipungut oleh pemerintah Daerah yaitu : 30% untuk peme-
rintah Daerah Tingkat I dan 70% untuk Pemerintah Kabupaten/
Kota Madya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dalam hal
ini adalah pemerintah Daerah Tingkat II Maros.

Untuk melihat keadaan retribusi tambang gallan golo-
ngan C di Daerah Tingkat ITI Maros di bawah.ini akan diperli-
hatkan target dan realisasi penerimaan retribusi tambang
galian golongan C dari tehun anggaran 1990/1991 sampai
1994/1995 pada tabel- 3, -

Dari tsbel tersebut diperlihatkan mengenai perkem-
bangan target dan realisasl darl pada psudapatan daerah
yang bersumber darl retribusil tambang galian golongan C
daerah tingkat II Maros. Nampak cukup besar retribusi
dari sektor tesebut dapat dilihat pada tshun anggaran
1990/1991 4di mana pemerintah daerah tingkat II Maros mene-
tapkan target penerimaan dari retribusi sektor tambang

gallian golongan C yaitu sebesar . 210,000,000,- dan yang

dapat dlcapal atau terealisaesl hanya 57,3 peraen atau
hanya ®». 120,460.000,-




TABEL 4.

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG

GALIAN GOLONGAN C DAERAH TINGKAT II MAROS

TAHUN ANGGARAN 1990/1991 -~ 1994/1995

‘ Tahutr - . Target Realisasi { Prosentase
Anggaran (%) (fp)

1990/1991 210,000,000 120.460.200 ! 51,3
1991/1992 250.000.000 160.950.500 ¢ 64,3
1992/1993 300.000.000 245.865.237 { 81,9
199%/1994 491.000.000 512.242.,409 104,3
1994/1995 650.000,000 637.076.450 98,0
Sumber : Kantor Diuas Pendapatan Daerah Tingket II Maros

(Cabang Dipenda Tk I Wil. X Maros)

Pada tahun anggaran 1991/1992 besarnya target yang
ingin dicapai oleh pemerintsh daerah dari penerimaan retri-
busi tambang galian golongan C adalah R, 250,000,000, yang
dapat dicapal hanya Rp. 160.9%0,000,- atau sekitar 64,3
persen, pada tahun tersebut realisasl penerimaannya menga-
lami peningkaten dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada
tahun anggaran 1992/199% besarnya target yang ingin dica-
pal sebesar Rp. 300,000,000,- sedangkan yang terealisasi
hanya 81,9 persen atau sebesar fp. 245.865.237y- dan pada
tahun anggaran 199%/1994 target yang ditetapkan oleh pe-

merintah dalam peherimaan retribusl tambang galian gol. C
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mengalami kenaikan yaitu sebesar . 491.000.000,- realisa-
81 yang dicapai pada tahun anggaran tergsebut mencapai
target yang telah ditentukan yaltu sebesar 104,3 persen
atau sebesar i, 512.242.409,~ jacdi kemaikannya dari target
yang ditetapkan sekitar 0,04 persen. Sedangkan pada tahun
anggaran 1994/1995 juga target Yang ditetapkan pemerintah
daerah mengalami peningkatan namun dalam pPencapaiannys
tidak dapat mencapai sesuai target yang ditenrukan sebelum-
nya yaitu R, 650.000.000,- dan Yang dicapai hanya sebesar
B. 637.076.450,- ataun 98,0 persen.

Dari uraian mengenai retribusi tambang galian golongan
C yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang
potensial untuk dikelolah secara intensif sehingga peneri-
masn nantinya meningkat dari tahun ke tahun dan dapat mem-
berikan pengaruh Yang cukup besar techpdap pendapatan dge-
rah sendiri,

Untuk melihat lebih jelas perkembangan retribusi tam-
bang galian golongan C berikut inl dapat dilihat dalam
tabel.5. Dari tabel tersebut diperlihatkan mengenat perkem-
bangan retribusi dari sektor tambang galian golongan C,
dan: nampak bahwa dari tahun ke tahun mengalaht pening-
katan cukup besar bahkan pada tahun anggaran 1993/1994
pPerkembangannya mengalami peningkatan di atas 100 persen.
Untuk lebih Jelaanya dapat dilihat pada tahun anggaran
1990/1991 besarnya retribusi yang diterima pemerintah dge-
rah tingkat II maros dari tambang galian golongan C. yaitu
sebesar fp. 120.460.200,~ dan rada tahun berikutnya

—_—




TABEL &,
PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN
GOLONGAN C TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

J
Tahun Anggaran Retribusi Tamban§ Galian | Keneikan

Golongan ¢ (R (%)
1990/1994 120.460,200 -
1991/1992 160.950.500 1 33,6
1992/1993 245,865,237 52,7
1993/1994 512.242.409 108,73
1994/1995 637.076.450 24,3

Sumber : Data diolah kembali

mengalami peningkatan yoitu sekitar 33,6 persen dari tehun
sebelumnya men jadi sebegar R, 160.950.500,- dan tahun angga-
ran 1992/199% meningkat lagi, dengan peningkatan sebeaar
52,7 persen atau sebesar . 245.865.237,- Pada tahun angga-
ran 1993/1994 mengalami peningkatan sekitar 108,3 persen
yaitu menjadi Rp. 512.242.409,- se dangkan tahun anggaran
1994/1995 besarnya retribusi yang diterima pemerintah daersh
tingkat II “aros dapi tambang galian golongan C adalaj se-
besar R, 637.076.450,~ walaupun mengalemi kenaikan namun
kenaikannya tidak sebesar kenaikan retribusi dari tahun se-
belumnya,

Berdasarkan urajian-ursian tersebut maeka kemaikan ret-

ribusi tambang galian golonmm C di daerah tingkat IT Maros
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dapat meningkatkan pPendapatan as}i{ daersah guna membantu

membiayai pembangunan yang sediang digalakkan dewasg ini,
Untuk meningkatkan Penerimaan retribusi tembang galian

golongan setiap tahunhya maka pemerintah daerah tingkat

I Maroa menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Mengadakan inventarisasi petugas-petugas pemungut iuran
retribusi untuk menghilangkan atau meéncegah timbulnya
petugas-prtugas liar,

2. Pembinaan petugas~-petugas pemungut retribusi secars
berkesinambungan

3. Mengupayskan suatu sistam pengelolaan yang berdaya guna
dan berhasil guna,

Dari ketiga cara yang ditempuh pemerintah tersebut 4i-
atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi
tambang galian golongan C yang mana pengelolaannya akan
dilaksanakan secara intensif yang nantinya dapat mening-
katkan penerimaan retribusi tambang galian golongan C

dari tehun ke tahun.

4.4. Besarnya Kontribuaij darl Retribusi Tambang Galian
Golongan C Terhadap Retribusi Daerah

Seperti yang telgh dikemukakan di atas bahwa retribusgi
merupakan sumber keuangan daerah Yang cukup potensial di-
samping sumber-sumber lainnya yang berasal dari daerah sen-
dirl, yang berarti sumbangannya terhadap anggaran rutin

adalah cukup besar pula, keadaan ini dapat dibuktikan

e |




dengan melihat realisasinya setiap tahun yang peningkatan=-
nya cukup besar, Sehubungen dengan retribusi daerah terse-
but, maka salah satu Jenis atau obyek pungut yang cukup
potensial pemungutannya dibanding dengan jenis retribusi
daerah lainnya adalah retribusi tambang galian golongan C.

Untuk melihat bagaimana pengaruh atau sumbangan retri-
busi tambang galian golongan ¢ terhadap retribusi daerah
1tu sendiri maks rada tabel 6 berikut int akan disajikan
realisasl retribusi tambang galian golongan C dengan reali-
sasl retribusi daergh dari tahun anggaran 1990/199)1 sampai
tahun anggaran 1994/1995 sebagal berikut :

TABEL 6.
BESARNYA KONTRIBUSI DARI PADA RETRIBUSI TAMBANG
GALIAN GOLONGAN C TERHADAP RETRIBUST DAERAH
TINGKAT II MAROS

oL

nggaren | Dacenh” ComRetribust ribust Galiag g| Kontribust
1950/1991 140.000.000 1 120,460,200 86,0
1991/1992 201,920.000 160,950,500 76,7
1992/1993 292.630.277 245,.865.237 | 84,0
1993/1994 519,604,359 512,242,409 98,5
1994/1995 649.007.499 637.076.450 98,1

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tk II Maros.
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat berg-
Pa besar kontribusi yang diberikan dari sektor tambang ga-
lian golongan ¢ terhadep retribusi daerah (pendapatan
2811 daerah) dari tingkat IT Maros pada tahun anggaran
1990/1991 sampai 1994/1995. Pada tahun tersebut nampak je~
lasa bahwa konstrtbusi Yang diberikan dari pada retribusi
tambang galian golongan C cukup besar jika dibandungkan
dengan konstribusi dapi retribusi lsin Jang masuk dalam
retribusi daerah. Dapat dilihat pada tahun anggaran 1990/
1991 besarnya konstribusi adalah sekitar 86,6 persen dan
pada tahun anggaran berikutnya yaitu gebesap 76,7 persen
Pada tahun anggsran 1992/1993 konstribusi yang diberikan
dari tambang galian g0longan terhadap retribusi daepsh
adaleh sebesar 84,0 persen, den pada tahun anggaran 1993/
1994 konstribusinya cukup besar yaitu 98,5 persen 8edangkan
pada tahun anggaran 1994/1995 dari B, 649.007.499,~ retpri-
busl daerah Yang diterima pemerintah daerah tingkat II Maros
adalah 98,1 persen diantaranya adalah bersumber dari retri-
busi tambang galian golongan C,

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengaruh retribu-
81 tambang galian golongan C atau kontribusi retribusi tam-
bang galian golongan C terhadap pendapatan daerah tingkat
IT Maros adalah cukup besar, dan sangat berarti bagl pro-
ses kelanjuten pembangunan yang sedang digalakkan oleh
pemerintah daerah Tingkat II Maros, sebab dengan adanya

sumbangan dari retribusi tambang galian golongan C tersebut

—_—




dapat menutupi kebutuhan-kebutuvhan biaya yang tidak tep-

penuhi dalam proges pembangunan,

4.5, Hembatan-Hambatan Yang Dihadapt ai Dalam Pemungutan
Retribusi

Sebagaimana telgh di jelaskan bahwa sumber dana untuk

ini jumlah Yang direncanakan hampir setiap tahunnya tidak

dapat tercapai, hal ipni disebabkan kareng terdapatnya ber-

bagai masalah atay hambatan dalam pungutan retribusi terasebut
hambatan-hambaten 1ty antara lain sebagai berikut :

l. Tingkat kesadaran dari wajib rebribusi yang masih ren-
dah hal ini disebabkan karena masyabakat me~zhindard |
pungutan terssbut, Masyarakat banyak beranggapan bahwa
dengan adanya pungutan retribuasi berarti mengurangi ge-
bshagian dari pendapsatan yang diperolehnya. Disamping
itu pula masyarakat pada umumnya sebagaj wajib bayar
belum mengerti tentang arti dan tu juan pPemungutan rete
ribusi,

2. Tingkat pengetahuan dan ketarmpilan Yang dimiliki dalam
pelayanan oleh para petugas pemungut retribusi pada
umumnya masih prelatif rendah. Serta kebiasaan pemungut
retribusi, mastn sering menyalahgunskan hak dan tanggung

jawab yang dilimpahkan kepadanya,




3. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi kadang-kadang ta-
rif yang dikenakan terhadap wajib bayar retribusi ti-
dak sesuai dengan peraturanperaturan Yang telah ditetap-
kan oleh pemerintah,

Dari masalah tersebut di atas sudah jelas hal ini akan
mengurangl penerimaan pemerintah daerah Yang berasal dari
retribusi daerah, yang secara langsung akan mengurangi
pula pendapatan daerah,

Adaspun usaha-ussha pemerintah daeragh tingkat II Maros
dalam menanggulangl hambatan-hambatan Yang dihadapi di
dalam pemungutan retribusi tersebut adalah dengan melalui
kegiatan antara lain :

1. Penyuluhan hukum kepada masyarakat menyangkut peraturan-
peraturan daerah melalui aparat-aparat pemerintah dge-
rah mengenai arti dan fungsi dari pemgungutan retribusi

2. Mengadakan penyuluhan dan penataran~penataran terhadap
petugas pemungut retribusi,

3. Mengambil :tindakan langsung terhadap wajib bayar retri-

busi yang tidak mengikuti peraturan Yang ada.
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V. KESIMFULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka pada bab ini penu-

lis akan menarik kesimpulan antara lain :

1.

e

4.

Re'ribusi daerah adalah merupakan sslah satu sumber pe-
nerimaan daerah yang potensiat untuk membiayai sebagian
pengeluaran pewerintah, Masalah menggiatkan pelaksanaan
pemungutan retribusi daerah adalah merupakan faktor uta-
ma dalam meningkatkan penerimaar daerah dan dapat menun-
jang setiap kegiatan yansg diljalankan pemeriutah daerah
tingkat II Maros, terutama disektor kegiatan pembangunan
disegala bidang.

Retribusi tambang galian golongan C adalah merupakan
bagian dar: retribusi daerah dan hasil paiaksanaan pe-
mungutannyz sebaiknya perlu diadakan penpgendalian dan
pengawasan yang kontinyu dan ketak.,

Dikabupaten Maros teruapat beberara jenis tambang galian
golongan C antara lain j; pasir dan krikil, pasir kwarsa,
tanan 1iat, batu kapur, marmer dan masih banyak lainnya
yang belum dikelolah, dari yang sudah dikeiolah dalam
setiap tahunuya aapat diperolen hasil 229,520 mn3 setiay
tatbunnya,

Dari re@lisasi pemnerimaan retribusi yaug diperc.eh dari
tambang galian golongan C oleh pemerintah daeran Tingkat

II Maros dari talkun ke tahun cukup besar dan setiap
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Tahunnya mengalami kenaikan kira-gira sebesar 40 persen,
dapat dilihag pada tabeyi 5, yaity pada tahun anggaran
19¢0,199) besarnya retribusi tambang gzlian golongan C
adalah fn, 120.460,200, - 1ima tahun kemudian pada tahun
anggaran 1994 /19v5 besarnya retribusi dari tambang ga-
tian golongan C. adalap e 637.076.450, - dari hasil
tersebut nampak bahwa kevaikannyay cukup besar dan cukup
potemsial bagi penerimaan daeran,

5. Meugerai kontribus: darl pada tambang galian golongan C
terhadap pendapatan asly daerah datam hal 1ni retribusi
daerah cukup besar dibanaing dengan penerimnan dari retri-
busi lainnya, dapat dilihat pada tabey 6, rata-rata kon-

trivusinya adaian 80 persen,

5.2. Saran

Berdasarkan kKesimpulan yang telan dikemukuikan di atas
maka berikut ini akan disajikan Saran-saran sebagai verikut:
l, Untuk meningkatkan vemunguian retripusi tambang galian
golongan C, maka disarankan agar setiap para pemungut
diveri penjelasan tentang maksud aan tujuan aari pemungu-
tan retribusi tambang galian golonpgan €, apgar p~da pe-
mungutan tidak lagi melanggar peraturan daerah yang
telsn ditetatvkan,

2+ Disarankan untuk lebin meningkatkan pengelotaan sumber

daya alam yaug ada di kabupaten aaerah ringkat II Margs

—_— ]



khususuya sumber uaya tawbang galian golongan C dengan
cara memberi kemudahan pihak Investor, dengan demikian
kontribusinya levin besar lagi, baik kepada masyapa-:
kat dengan terbuxkanya Kesempatan kerja, maupun kepuda

Plhak pemerintan daerah dengan semekin besarnya peneri-

madan retribusi,

Disarankan pula kepaua pemerintah daerah tingka. II

Maros agar verlunya memperhatixan wasalan pengaruh kon

tricusi tambang galian golongan C terhadap sumber pen-

dapatan dadrah sebsab dengrn pencapaian kontribusi tame

bang galian golongan C yang besap akan dapat gembanty

dalam pembiayaan pembangunan daerah,
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